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PERATURAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 

NOMOR 001/KOMNAS HAM/I/2015 

TENTANG 

PEDOMAN KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN 

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA, 

 

 

Menimbang  : a.  bahwa sebagai lembaga yang setingkat dengan lembaga 

negara lainnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 

dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan 

wewenangnya sangat bersentuhan dengan hal 

keprotokolan; 

b. bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menghormati 

kedudukan para Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, 

perwakilan negara asing dan/atau organisasi 

internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dengan 

suatu pengaturan keprotokolan; 

c. bahwa kegiatan yang berhubungan dengan keprotokolan 

yang diselenggarakan Komisi Nasional Hak Asasi 

Manusia adalah di tingkat nasional, regional maupun 

internasional; 

d. bahwa dalam upaya penyesuaian terhadap dinamika 

yang tumbuh dan berkembang dalam sistem 

ketatanegaraan, budaya, dan tradisi bangsa, dipandang 

perlu suatu pengaturan keprotokolan secara menyeluruh; 
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e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, 

perlu menetapkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi 

Manusia tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; 

 

Meningat : 1.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3886); 

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang 

Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026); 

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang 

Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4919); 

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang 

Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5166); 

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-

pokok kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 

Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 

Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, 

Bahasa dan Lambang Negara serta Lambang Negara serta 

Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara 2009 Nomor 109, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5035); 

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang 

Keprotokolan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5166); 
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8. Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1990 Tentang : 

Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1972 

Tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil; 

9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1959 tentang 

Pelantikan Jabatan Negeri; 

10. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang 

Sekretariat Jenderal Komnas HAM; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 

TENTANG PEDOMAN KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN 

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya 

disebut Komnas HAM adalah adalah lembaga mandiri 

yang keududukannya setingkat dengan lembaga negara 

lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, 

penelitian, penyuluhan, pementauan, dan mediasi hak 

asasi manusia serta fungsi lain berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 

2. Anggota Komnas HAM adalah seseorang yang diangkat 

menjadi anggota Komnas HAM berdasarkan Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia. 

3. Sidang Paripurna adalah alat kelengkapan Komnas HAM 

yang terdiri dari seluruh anggota Komnas HAM dan 

merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM. 

4. Sekretariat Jenderal adalah alat kelengkapan Komnas 

HAM yang berwenang dan bertugas melaksanakan 

fungsi, tugas dan wewenang Komnas HAM sebagaimana 

dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan. 
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5. Perwakilan Komnas HAM adalah perwakilan yang 

melaksanakan sebagian fungsi, tugas dan wewenang 

Komnas HAM diwilayah kerjanya. 

6. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang 

berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau 

acara resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, 

dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan 

kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau 

kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau 

masyarakat. 

7. Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan 

dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, 

dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta 

Pejabat Negara dan undangan lain. 

8. Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan 

oleh Komnas HAM dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau 

Pejabat Pemerintahan serta undangan lain. 

9. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat 

Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing 

dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh 

Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara 

Resmi. 

10. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan 

upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi. 

11. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan 

pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat 

Pemerintahan, perwakilan Negara asing dan/atau 

organisasi internasional, dan Tokoh Masyarakat Tertentu 

dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi. 

12. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga 

negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 

Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam 

Undang-Undang. 
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13. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki 

jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat 

maupun di daerah. 

14. Tamu Negara adalah pemimpin negara asing yang 

berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, atau pribadi 

ke negara Indonesia. 

15. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat 

yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat 

pengaturan Keprotokolan. 

 

BAB II 

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP 

 

Pasal 2 

Keprotokolan diatur berdasarkan asas: 

a. kebangsaan; 

b. ketertiban dan kepastian hukum; 

c. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan 

d. timbal balik. 

 

Pasal 3 

Pengaturan Keprotokolan bertujuan untuk: 

a. memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, 

Pejabat Pemerintahan, perwakilan Negara asing dan/atau 

organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat 

Tertentu, dan/atau Tamu Negara sesuai dengan 

kedudukan dalam negara, pemerintahan, dan 

masyarakat; 

b. memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar 

berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai dengan 

ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara 

nasional maupun internasional; dan 

c. menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan 

antarbangsa. 

 

Pasal 4 

(1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan ini meliputi: 

a. Tata Tempat; 
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